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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 Tidak ا 1

dilambangkan 

 Ṭ ط 16

 Ẓ ظ B 17 ب  2

 ‘ ع T 18 ت  3

 G غ Ṡ 19 ث  4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق Ḥ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9



 

xii 

 

 N ن  R 25 ر 10

 W و  Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ’ ء Sy 28 ش 13

 Y ي Ṣ 29 ص  14

    Ḍ ض  15

 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, 

terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap 

atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ Fatḥah A 

  َ Kasrah I 
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  َ Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya 

gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

 Fatḥah dan ya Ai ي  

u  و 
Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

      kaifa : ȤɆȭ 

      haula :  üɀȽ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

Fat ا /ي ah dan alif 

atau ya 

Ā 
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 ي  
 

Kasrah dan ya Ī 

 Dammah dan wau ي  

 

Ū 

 

Contoh: 

      qāla  :     ق ال  

      ramā  :   ر م ى   

      qīla :     ق يْل  

      yaqūlu  :     ي  ق وْل  

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (Ϣ) hidup 

Ta marbutah (Ϣ) yang hidup atau mendapat harkat 

fat ah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (Ϣ) mati 

Ta marbutah (Ϣ) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h.  

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah 

(Ϣ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah 

(Ϣ) itu ditransliterasikan dengan h. 
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Contoh: 

 rau ah al-a fāl/ rau atul a fāl :        ْر وْض ة  الَ طفْ ال 

 

 al-Madīnah al-Munawwarah/   :      ا لمْ د ينْ ة  المْ ن ورّ ة 

 al-Madīnatul Munawwarah 

 

 al ah      :          ْط لحْ ة 

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan 

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: amad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa 

Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; 

dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan 

Tasawuf.  
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ABSTRAK 
 

Nama    : Nuzul Fitri 

NIM    : 160602034 

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi    

      Syariah 

Judul    : Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta 

      Wakaf di Kabupaten Pidie dan   

      Dampak Terhadap Perekonomian  

      Umat (Studi Kasus di Masjid Baitul 

      Istiqomah Kecamatan Glumpang  

      Tiga) 

Pembimbing I   : Dr. Analiansyah, M.Ag 

Pembimbing II  : Junia Farma, M.Ag 

Kata Kunci   : Pengelolaan, Harta Wakaf dan  

      Pemberdayaan Umat 

 

Pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf haruslah dilakukan 

secara baik dan profesional agar harta wakaf bermanfaat bagi 

kemaslahatan umat Islam. Di Pidie banyak harta wakaf yang 

dikelola oleh masjid, namun belum memberikan dampak yang 

nyata terhadap kemaslahatan umat Islam terutama perekonomian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan 

pemanfaatan wakaf di kabupaten Pidie dan dampak Terhadap 

perekonomian umat di Masjid Baitul Istiqomah kecamatan 

Glumpang Tiga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan menggunakan data primer dengan metode studi literasi, 

wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pengelolaan harta wakaf sawah tergolong fungsional karena 

dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid seperti pembangunan 

masjid, honor perangkat masjid serta dapat membantu 

perekonomian sejumlah penggarap sawah. Namun, pengelolaan 

atau manajemen yang masih tradisional dan tergolong komsumtif 

karena belum dapat dijadikan pemberdayaan ekonomi umat 

produktif serta belum menggunakan sistem modern dan 

pengawasan yang kuat. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Wakaf adalah menghibahkan sebagian harta yang dimiliki 

untuk keperluan masyarakat banyak dengan menahan harta tersebut 

agar dimanfaatkan. Dengan demikian Wakaf merupakan salah satu 

intuisi keagamaan yang berperan untuk kepentingan umum baik 

secara sosial maupun ekonomi. Idris Ahmad Berpendapat bahwa 

yang dimaksud dengan Wakaf ialah, menahan harta yang mungkin 

bisa diambil orang manfaatnya, kekal zat (ain)-nya dan 

menyerahkanya ke tempat yang ditentukan oleh syara’ serta 

dilarang leluasa pada benda–benda yang dimanfaatkanya itu 

(Tsauri dan Suryaningsih, 2019). 

Berdasarkan Data dari Departemen Agama RI 

menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 

539.297.300m2 dan tersebar di 403.268 titik di seluruh Indonesia 

(Departemen Agama, 2020). Data yang di dapatkan di Masjid 

Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie 

sendiri hanya terdapat harta wakaf sawah yang berjumlah 8.800 m2 

(22 Are) yang terdiri dari 2 lokasi. Khusus sawah dikelola oleh 

nazhir dengan cara menyewakan sawah kepada masyarakat 

sebanyak 18 Are atau 7.200 m2, selebihnya dikelola oleh Imam dan 

Bilal Masjid (Hasil wawancara nazhir). 

Pengelolaan harta wakaf milik Masjid Baitul Istiqomah 

dikelola oleh panitia pembangunan masjid yang dibantu oleh 
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perangkat desa, rata-rata pantia masjid merupakan pekerjaan 

sampingan yang artinya tidak bekerja full timer. Dalam 

pengelolaan atau manajemen harta wakaf produktif oleh nazhir 

tersebut masih tergolong tradisional, yang mana pencatatannya 

masih manual dan tidak menggunakan alat bantu yang teergolong 

berteknologi tinggi (Megawati, 2014). 

Tanah Wakaf dahulu digunakan untuk kepentingan 

produktif berupa pemanfaatnya untuk tanah berkebun dan 

membagikan hasilnya untuk kepentingan khalayak umum. Menurut 

UU no.41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Wakaf 

merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan, 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentinganya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut Syariah. Nażir kemudian menerima harta benda 

Wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 

peruntukanya.  

Menurut Abdullah (2018) Pengelolaan harta wakaf pada 

masjid di Indonesia menjadi suatu permasalahan yang masih belum 

banyak disadari oleh umat Islam bahwa potensinya cukup besar 

terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Harta wakaf atau yang 

dikenal wakaf masjid dapat berupa tanah, sawah, toko maupun 

berbagai bentuk harta lainnya yang dapat menghasilkan uang 

sebagai pemasukan bagi masjid terhadap pemberdayaan umat. 

Tanah wakaf dapat dikelola dalam bentuk sarana yayasan 
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pendidikan, masjid maupun fasilitas masyarakat. Hal tersebut juga 

sudah ada pada masa Rasulullah yaitu menjadikan masjid bukan 

hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai penunjang 

pendidikan, informasi, ekonomi, kesehatan maupun dijadikan 

tempat untuk mengatur strategi perang dan negara. 

Dengan adanya pengelolaan harta wakaf yang baik dan 

semestinya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan ekonomi 

masyarakat, apalagi menyadari bahwa harta wakaf merupakan 

salah satu pilar penting yang harus menjadi perhatian berbagai 

pihak dalam melakukan pembangunan ekonomi. Fuadi (2018) 

berpendapat bahwa Wakaf memiliki dua fungsi yaitu sebagai 

ibadah kepada Allah dan juga berfungsi sosial sesama manusia. 

Fungsi wakaf sebagai ibadah dapat diartikan bahwa wakaf 

diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di 

hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama 

harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan wakaf dalam fungsi 

sosial dapat diartikan bahwa wakaf adalah aset yang memiliki 

peran dalam mempercepat pembangunan sebuah negara. Wakaf 

memiliki peran dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat. 

Dan penanggulangan kemiskinan adalah salah satu sasaran dari 

manfaat wakaf. 

Menurut Gusriani (2013) Dimensi fungsi wakaf sebagai 

salah satu sumber kekuatan ekonomi Islam inilah diharapkan bisa 

menjadi instrumen untuk merespon terhadap persoalan- persoalan 

yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam 
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pada khususnya. Taruhlah seperti persoalan yang paling mendasar 

yaitu keterbelakangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun 

persoalan sandang dan pangan yang serba kekuarangan. Harapan 

agar wakaf bisa berfungsi sebagai kekuatan sosial ekonomi 

masyarakat sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya memiliki 

rujukan sejarah kuat dalam praktek masyarakat Islam. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudirman Hasan 

yang berjudul harta wakaf dan implementasinya di Indonesia 

(2010) wakaf menjadi salah satu upaya investasi dalam bentuk 

benda seperti tanah dan bangunan yang selama ini diketahui oleh 

masyarakat umumnya, yang dimana sebenarnya selama ini jika 

ditelusuri sejarah bahwa ada akan harta wakaf. Namun kurangnya 

pemahaman masyarakat Indonesia terhadap harta wakaf karena 

terlalu terpaku pada pemaknaan wakaf tradisional yang terbatas 

pada tanah merupakan tantangan tersendiri. Menurut penelitian M. 

Nur  Rianto al-Arif yang berjudul harta wakaf dan pengaruhnya 

terhadap program pengetasan kemiskinan di Indonesia (2012) yaitu 

harta wakaf memiliki dua fungsi sebagai sarana ibadah dan 

pencapaian kesejahteraan sosial. Penelitian ini mencoba 

mengemukakan tentang bagaimana pemasukan harta wakaf yang 

didistribusikan dan dimanfaatkan dan bagaimana wakaf tersebut 

mampu memberikan dampak baik bagi upaya pengetasan 

kemiskinan di Indonesia. Sedangkan menurut penelitian Arifin 

Abdullah yang berjudul pengelolaan harta wakaf Masjid Besar 

Istiqamah kota Bakti Kabupaten Pidie (2018) yaitu pengelolaan 
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harta wakaf tergolong efektif karena hampir semua aset harta dapat 

dimanfaatkan, tetapi secara fungsionalnya harta wakaf juga 

dimanfaatkan sebagai kemakmuran  masjid seperti honor perangkat 

masjid dan lain sebagainya. Namun secara pengelolaannya masih 

tradisional dan cenderung konsumtif belum dapat dimanfaatkan 

sebagai pemberdayaan ekonomi produktif. 

Rahman, et al (2020)  dalam penelitiannya menemukan 

bahwa Model Pengelolaan wakaf produktif sawah PRM 

Penatarsewu menggunakan akad mukhabarah dengan sistem bagi 

hasil sebesar 60:40 antara petani dan PRM Penanatrsewu. Dampak 

pengelolaan wakaf produktif sawah PRM Penatarsewu dapat 

meningkatkan kensejahteraan petani berdasarkan indikator 

maqashid shari’ah. yaitu mewujudkan kemaslahatan atau hajat 

manusia dalam kehidupan dan menghindarkan kemudharatan. 

Dapat diketahui bahwa program-program yang dilaksanakan PRM 

Penatarsewu yang berasal dari mengelola wakaf sawah telah 

memenuhi kebutuhan dharuriyat. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan 

banyaknya harta wakaf yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dapat 

membantu perekonomian umat. Sehingga masjid Baitul Istiqomah 

dipilih sebagai masjid yang cukup produktif, karena jika dilihat dari 

segi ekonomis masjid tersebut sangat terjangkau bagi peneliti. 

Selain itu pembangunan masjid Baitul Istiqomah sangat pesat 

setiap tahun ke tahun, mulai yang dulunya masjid tersebut satu 

lantai hingga menjadi dua lantai. Bahkan pada tahun 2020 telah 
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dilakukan perluasan pada teras dan pemasangan marmer pada lantai 

masjid. Karena itu peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai 

“Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kabupaten 

Pidie dan Dampak Terhadap Perekonomian Umat (Studi 

Kasus di Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang 

Tiga)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang penelitian yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengelolaan harta wakaf di Masjid Baitul Istiqomah 

Kecamatan Glumpang Tiga? 

2. Bagaimana pemanfaatan harta wakaf dan dampaknya terhadap 

pemberdayaan ekonomi umat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan yang harus diarahkan agar 

materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan 

penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan harta wakaf di Masjid Baitul 

Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga. 

2. Untuk mengetahui dampak dari pengelolaan harta wakaf 

terhadap pemberdayaan ekonomi umat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

manfaat bagi semua pihak terkait hartawakaf yang berada di 

lingkungkan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat 

Kecamatan Glumpang Tiga. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

bermanfaat bagi beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, 

diantaranya:  

1. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini, maka peneliti 

akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendasar mengenai 

bentuk pengelolaan dan dampak pengelolaan harta 

wakafterhadap pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan 

Glumpang Tiga. 

2. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai 

bahan informasi mengenai pengelolaan harta wakaf. 

3. Bagi dunia ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah perbendaharaan penelitian dan dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian selanjutnya terutama yang 

berhubungan dengan pengelolaan harta wakaf. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab 

sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis, adapun rancangan 

sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematikan 

penulisan skripsi. 

BAB   II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terkait dan 

hasil penelitian yang sesuai dengan kerangka berfikir. 

BAB  III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode apa saja yang 

digunakan dalam penelitian, yang meliput jenis penelitian, jenis 

data, tehnik pengumpulan data, populasi, sampel, dan tehnik 

penarikan sampel, operasional variabeh serta analisis data dan 

rencana penelitian. 

BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil 

analisis data serta pembahasan secara mendalam tentang hasil 

temuan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan penutup dari pembahasan penelitian ilmiah 

yang memuat kesimpulan dan saran. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Wakaf 

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab 

“Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” 

atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri” (Yunus, 2010: 

505).Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan 

sebagaipenahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk 

tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-

manfa’ah).Sedangkan dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda 

pendapat dalam memberi pengertian wakaf.Perbedaan tersebut 

membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan (Al-

Kabisi, 2004: 40). 

Yang dimaksud dengan Wakaf sebagaimana dimaksud 

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 adalah 

perbuatan hukum Wakif (pihak yangmewakafkan harta benda 

miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 mengartikan wakaf 

sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat 

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. 
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Wahbah Az-Zuhaili (2008:151) wakaf dilakukan dengan 

mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan 

keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda 

itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan 

pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian 

manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi 

milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, 

dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal 

(selamanya). 

 

2.2 Landasan Hukum Wakaf 

Dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya ibadah wakaf 

bersumber dari : 

1. Ayat Al-Qur’an, antara lain : 

s̀9  (#pă9$oYs?  Æ¬è9ė9$#  4ñÍLyl  (#pÿ)îěZć?  $ÂJîB  ºb p̧6îsĈB  3  $tBuq  (#pÿ)îěZć?  î̀B  

&ĂĒñxÉ Çaí*sė  É!$# Üîlí/ ñÖí=tĄ åðéæ  
Artinya:  “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang 

kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 

Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali 'Imran [3]:92) 

Salah satu jalan kebaikan yang Allah sediakan bagi 

manusia adalah bersedekah di jalan-Nya dengan harta yang dia 

cintai kepada orang lain. Sedekah seperti ini sangat dianjurkan oleh 
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agama, bahkan menjadi syarat untuk memperoleh kebaikan, 

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat diatas. Al Bazar 

meriwayatkan dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dia berkata 

bahwa: Abdullah berkata, “Telahdisampaikan kepadaku ayat ini. 

Maka saya teringat pada rezeki yang telah diberikan Allah 

kepadaku” (ar-Rifa’I, 2008:547). 

*  (#ĝpĂāì̄$y·uq  4°n<í)  :nt«îěėđtB  î̀hB  ĕNÿ6 ím/Ǣ  =oÇYy_uq  $yfÿèĒ­tā 

þNØupÙyJÀ¿9$#  ýø ĕ̄Fz$#uq  ēNÂ§îāĈ&  tęĚè)ÌGþJĘ=î9  åèêêæ  tęčî%È!$#  tapÿ)îěZĂ¡ 

°íę  îĂ!#Æ¬¼Á9$#  îĂ!#Æ¬¼ö9$#uq  tęĚîJîþÙx6 ė9$#uq  xÿė©tđė9$#  tęĚîė$yĆė9$#uq  æ̀tā  

ãÆ$ÇY9$# 2 Ê!$#uq ®=îsă¤  ºĘ ĚîZä¿ĒrþJė9$# åèêëæ   
Artinya:  “[133]. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari 

Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi 

yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. [134] (yaitu) 

orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 

maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat kebajikan (QS. Ali 'Imran [3]:133-134) 

Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan kebaikan disini adalah 

surga atau kebaikan dari Allah swt secara umum. Sebagaimana 

neraka disediakan bagi orang-orang kafir, maka Allah swt 

menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang 

yang bergegas dalam melakukan kebaikan dan bersegera dalam 

meraih kedekatan Allah, dan menaati perintah Allah swt dengan 
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berinfak baikdi waktu lapang mau pun sempit untuk memperoleh 

Ridha-Nya. Yakni pada saat sulit dan lapang, saat giat dan malas, 

saat sehat dan sakit, dandalam segala hal dan keadaan (ar-Rifa’I, 

2008: 582). 

2. Hadits 

Terdapat beberapa hadist yang menjelaskan tentang wakaf 

yaitu sebagai berikut dikutip dari Usman (2015): 

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra, bahwa ‘Umar Ibn 

Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang 

kepada Nabi SAW, seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya 

memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang 

lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau 

perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, 

”Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan 

(hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan 

tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak 

dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-

orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan 

ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk 

memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau 

memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya 

sebagai harta hak milik. 

Hadis ‘Umar ini adalah hadis yang paling populer dalam 

kajian wakaf sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya 

sebagai aslun (asal/dasar) bagi disyariatkannya wakaf. Berdasarkan 

hadis ini pula Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang mengatakan 

bahwa wakaf ‘Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi 

dalam sejarah Islam. 
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Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik ra, ia berkata, “Abu 

Thalhah adalah orang dari golongan Ansar yang memiliki kebun 

korma paling banyak di Madinah, kebun korma yang paling ia 

sukai adalah kebun Bairuha’. Kebun itu berada di depan Masjid 

Nabawi. Nabi SAW biasa masuk dan minum air yang baik di kebun 

itu”. Anas melanjutkan, “Ketika Allah menurunkan ayat ini 

(Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai 

kalian menginfaqkan harta yang paling kalian cintai), maka Abu 

Thalhah menemui Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai 

Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat kepadamu, dan 

sesungguhnya harta saya yang paling saya cintai adalah kebun 

Bairuha’ dan sesungguhnya saya menginfaqkannya di jalan Allah, 

saya berharap bisa menjadi kebajikan dan simpanan di sisi Allah. 

Maka gunakanlah harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah 

kepadamu.” Maka Rasulullah Bersabda, “Bakh, itulah harta yang 

mulia. Sungguh, aku telah mendengar apa yang engkau katakan 

dan aku berpendapat agar engkau membagikannya kepada 

kerabatmu.” Maka Abu Thalhah berkata, “Aku akan 

melakukannya wahai Rasululullah.” Kemudian dia membaginya 

kepada kerabat dan keluarga pamannya. 

Hadis ini mengisyariatkannya bahwa wakaf kepada kerabat 

terdekat sebelum lainnya. Wakaf juga tidak disyaratkan persetujuan 

dari pihak penerima wakaf. Dalam mazhab Maliki disebutkan 

pendapat yang menyatakan bahwa sedekah yang dilakukan secara 

mutlak dengan tanpa menyebutkan pihak penerimanya hukumnya 

sah. Setelah itu, orang yang mengeluarkan sedekah dapat 

menentukan siapa-siapa saja yang akan menerimanya sesuai 

dengan apa yang diinginkannya. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Telah 

berkata Nabi SAW, “Barangsiapa menahan (mewakafkan) seekor 

kuda di jalan Allah (didasari) karena iman kepada Allah dan 
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membenarkan janji-Nya, maka makananya, minumannya, 

kotorannya, dan kencingnya (akan menambah berat) 

timbangannya pada hari kiamat. 

Hadis ini menerangkan tentang keutamaan wakaf, yaitu 

bahwa suatu harta yang telah diwakafkan maka segala sesuatu yang 

berhubungan dengan harta itu akan menambah amal kebaikan 

orang yang mewakafkannya. 

2.3 Syarat dan Rukun Wakaf 

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun 

wakaf itu adalah (Tho’in dan Prastiwi, 2015):  

1. Al-wakif atau orang yang melakukan perbuatan.  

2. Al-mauquf atau harta benda yang akan diwakafkan  

3. Al-mauquf alaih atau sasaran yang berhak menerima hasil atau 

manfaat wakaf.  

4. Sighah atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, 

tulisan maupun isyarat.  

Salah satu rukun wakaf adalah wakif (orang yang 

mewakafkan harta).Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum 

atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam hal membelanjakan 

hartanya (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007: 20). Kecakapan bertindak 

di sini meliputi empat kriteria sebagai berikut (Tho’in dan Prastiwi, 

2015):  

1. Merdeka  

2. Berakal sehat  

3. Dewasa (baligh)  
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4. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)  

Adapun syarat-syaratnya, yaitu (Tho’in dan Prastiwi, 

2015):  

1. Orang yang mewakafkan hartanya (wakif) Seorang wakif 

haruslah orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai 

benda yang akan diwakafkan. Wakif tersebut harus mukallaf 

(akil baligh) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang 

lain.  

2. Barang atau benda yang diwakafkan (mauquf) Benda yang akan 

diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul 

manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu 

disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.  

3. Sasaran wakaf atau tujuan wakaf (mauquf ‟alaih) Wakaf yang 

diberikan itu harus jelas sasarannya, dalam hal ini ada dua 

sasaran wakaf antara lain wakaf untuk mencari keridhoan Allah 

dan diperuntukkan untuk memajukan agama Islam atau karena 

motivasi agama, dan wakaf untuk meringankan atau membantu 

seseorang atau orang tertentu bukan karena motivasi agama 

selama hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan agama 

Islam.  

4. Pernyataan ikrar wakaf (sighat) Ikrar wakaf dinyatakan dengan 

jelas baik dengan tulisan atau lisan. Dengan pernyataan itu, 

maka lepaslah hak wakif atas benda yang telah diwakafkannya.  

5. Tunai tidak khiyar, karena wakaf berarti memindahkan milik 

waktu itu.  
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2.4 Tujuan dan Fungsi Wakaf 

Wakaf memiliki tujuan dan fungsi untuk kemaslahatan 

umat islam dalam menjalani kehidupannya. berikut tujuan dan 

fungsi wakaf (Al-Kabisi, 2004:83-85). 

1. Tujuan Umum  

Adapun  tujuan  umum  wakaf  adalah  bahwa  wakaf  

memiliki  fungsi  sosial. Allah memberikan manusia 

kemampuan dan karakter yang beranekaragam. Dari sinilah, 

kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda  di  

antara  masing - masing  individu.  Ada  yang  miskin,  kaya,  

cerdas,  bodoh, kuat  dan  lemah.  Di  balik  semua  itu,  

tersimpan  hikmah.  Di  mana,  Allah  memberikan  kesempatan  

kepada  yang  kaya  menyantuni  yang  miskin,  yang  cerdas 

membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, 

yang  demikian  merupakan  wahana  bagi  manusia  untuk  

melakukan  kebajikan  sebagai  upaya  mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. 

2. Tujuan Khusus 

Sesungguhnya   wakaf   mengantarkan   kepada   tujuan   

yang   sangat penting,  yaitu  pengkaderkan,  regenerasi,  dan 

pengembangan  sumber  daya manusia.  Sebab,  manusia 

menunaikan  wakaf  untuk  tujuan  berbuat  baik, semuanya  

tidak  keluar  dari  koridor  maksud-maksud  syari‟at  Islam,  di  

antaranya :Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk 

keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut 
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menjadi sebab keselamatan, penambahan   pahala dan 

pengampunan dosa.   Semangat   sosial,   yaitu kesadaran   manusia   

untuk   berpartisipasi   dalam   kegiatan   bermasyarakat. Sehingga,   

wakaf   yang   dikeluarkan   merupakan   bukti   partisipasi   dalam 

pembangunan masyarakat. Motivasi   keluarga,   yaitu   menjaga   

dan   memelihara   kesejahteraan orang-orang   yang   ada   dalam   

nasabnya.   Seseorang   mewakafkan   harta bendanya untuk 

menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai 

cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya. Dorongan   

kondisional,    yaitu   terjadi   jika   ada   seseorang    yang  

ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang 

menanggungnya, seperti seorang  perantau  yang  jauh  

meninggalkan  keluarga.  Dengan  sarana  wakaf, si   wakif   bisa   

menyalurkan   hartanya   untuk   menyantuni   orang-orang  

tersebut.  

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf Pasal 4 menyatakan  bahwa:  Wakaf  bertujuan  

memanfaatkan  harta  benda  wakaf sesuai dengan fungsinya.  

Sedangkan  fungsi  wakaf  dalam  KHI  Pasal  216  adalah:  Fungsi  

wakaf  adalah   mengekalkan   manfaat   benda   wakaf   sesuai   

dengan   tujuannya.  Menurut  Pasal  5  UU No.  41  Tahun  2004  

Tentang  Wakaf  bahwa  Wakaf  berfungsi  mewujudkan  potensi  

dan  manfaat  ekonomi  harta  benda  wakaf  untuk kepentingan 

ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.  Jadi  fungsi  

wakaf  menurut  KHI  Pasal  216  dan  Pasal  5  UU  No.  41  
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Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf 

terciptanya  sarana   dan   prasarana   bagi   kepentingan   umum   

sehingga   terwujudnya  kesejahteraan bersama baik dalam hal 

ibadah ataupun dalam hal mu‟amalah.  Dengan  demikian  orang  

yang  kehidupannya  di  bawah  garis  kemiskinan  dapat  tertolong  

kesejahteraannya  dengan  adanya  wakaf.  Kemudian  umat  Islam 

yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas 

umum  sekaligus dapat mengambil manfaatnya. 

 

2.5 Pengelolaan Wakaf Produktif 

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari 

para nazhir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta 

wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nazhir. 

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah 

satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus 

menunjuk nazhir wakif, di Indonesia nazhir ditetapkan sebagai 

dasar pokok perwakafan. 

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang 

pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu 

badan atau lembaga yang khusus megelola wakaf dan bersifat 

nasional yang oleh undang-undang No. 41/2004 diberi nama Badan 

Wakaf Indonesia (BWI), tugas nazhir diantaranya adalah 

(Megawati, 2014): 

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 
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2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. 

3.  Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas 

mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat 

berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. tugas utama 

badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak 

bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga 

dapat memberdayakan ekonomi umat. 

Wakaf dalam pengelolaannya memerlukan dana agar 

tercapai tujuan yang diinginkan, jadi harus ada proyek penyedian 

jasa, seperti wakaf tanah tidak akan menghasilkan sesuatu apabila 

tidak diolah, misalnya dengan pengairan, bibit yang nyata-nyata 

harus mengeluarkan dana atau disebut investasi/penenaman modal. 

Sedangkan hasilnya melalui proses investasi dan pemeliharaannya. 

Hitungan pendapatan yang diharapkan inilah yang menjadi kajian 

kelayakan ekonomi suatu proyek harta wakaf.  

Pengelolaan harta wakaf dari sudut pandang praktis, 

perbedaan antara manajemen tradisional dengan manajemen 

modern lebih mengutamakan perbedaan antara manajemen yang 

sederhana dengan manjemen kompleks. Tentunya perbedaan yang 

timbul pada tingkat kerumitan seperti banyaknya pihak yang 

berinteraksi, banyak dan besarnya harapan yang harus terpenuhi, 

jumlah waktu yang tersedia, dan sumber data yang diperlukan 
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(Megawati, 2014). Dalam hal ini ada beberapa gambaran bahwa 

pengelolaan harta wakaf di Masjid-masjid masih tergolong 

tradisional: 

1. Harta wakaf sawah yang berkembang di Masjid-masjid dikelola 

oleh pengurus panitia masjid yang berpegang teguh pada suatu 

tradisi pengelolaan yang manual atau kurangnya inovasi dan 

bersifat sebagai pekerjaan sampingan. 

2. Alat bantu proses pengelolaan (pembukuan) yang sederhana 

dan bukan tergolong beerteknologi tinggi. 

 

2.6 Keunggulan Wakaf 

Wakaf telah mempunyai sejarah yang panjang dalam 

instrument sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Keberhasilan 

perwakafan dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Islam 

mampu memberi solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi 

pemeluknya. Wakaf dalam sejarah Islam tidak hanya menjadi pilar 

kesejahteraan masyarakat atau perorangan. Lebih dari itu wakaf 

telah menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infra 

struktur, ekonomi, ketahanan dan peradaban. Sebagaimana spirit 

perwakafan yang ditunjukkan oleh sayyidina Umar bil al-

Khaththab pada saat mewakafkan tanah yang paling baik dan subur 

di Khaibar adalah untuk turut andil dalam memberi kontribusi 

terhadap kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan umat. 

Salah satu instrumen untuk pemerataan kesejahteraan 

masyarakat dalam pandangan Islam adalah kedermawanan dalam 
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bentuk wakaf. Sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu 

hukum di Indonesia, wakaf yang merupakan produk ijtihad telah 

mengalami perubahan yang signifikan.Pada penghujung tahun 

2004 Indonesia telah mengesahkan undang undang wakaf yang 

merupakan titik awal paradigma baru tentang pamahaman wakaf di 

Indonesia. Diantara beberapa perkembangan yang terdapat dalam 

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah 

tentang harta wakaf, institusionalisasi wakaf dan manajemen 

pengembangan wakaf.  

Paradigma baru tentang harta wakaf dapat dilihat Pada Bab 

II Bagian Keenam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa harta wakaf 

terdiri dari benda tidak bergerak; dan benda bergerak.Benda tidak 

bergerak bisa berupa tanah, bangunan dan tanaman yang semuanya 

berhubungan dengan tanah. Sedangkan benda wakafbergerak 

adalah harta benda yang tidak boleh habis karena dikonsumsi, 

meliputi uang, logam mulia dan surat berharga, kendaraan, hak atas 

kekayaan intelektual, hak sewa dan harta bergerak lain sesuai 

dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam bagian ini telah mengesahkan wakaf produktif dan 

harta wakaf. 

Undang undang ini merupakan suatu loncatan dalam 

pemahaman fiqh Islam, di mana barang yang habis jika 

dibelanjakan seperti uang dan suratberharga bisa ditanggulangi 

dengan sistem modern yaitu lembaga penjamin. Lembaga penjamin 

dapat melestarikan harta pokok wakaf untuk mengantisipasi jika 
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mengalami pailid (iflas) pada saat pengelolaan dan 

pengembangannya.Institusionalisasi harta wakaf yang 

mencantumkan Badan Wakaf  Indonesia.Maka pengembangan 

harta wakaf diIndonesia didaftar dan diatur oleh suatu lembaga 

yang khusus menangani wakaf. 

Persepsi tentang wakaf yang dikelola oleh individu dan 

tradisional akanbergeser kepada lembaga atau organisasi yang 

modern dan dijamin oleh undang-undang. Institusi wakaf nantinya 

akan menjawab kebekuan komunikasi dan kerjasama dengan pihak 

lain guna pengembangan harta wakaf.  

Perubahan paradigma manajemen pengembangan wakaf 

membantu pengembangan harta wakaf.Pengelola (nazhir) wakaf 

bisa dari individu yang cukup syarat, organisasi sosial, keagamaan, 

dan bisa dari lembaga hukum.Artinya, pengelola harta wakaf bisa 

dilakukan secara kolektif sesuai dengan perkembangan zaman.Di 

mana badan usaha dan pengembangan usaha sekarang ini dikelola 

secara kolektif dan professional. 

Dalam Undang-Undang Tentang Wakaf, harta wakaf juga 

diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28, disebutkan bahwa 

wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui 

lembaga keuangan syariah penerima harta wakaf (LKS-PWU) yang 

ditunjuk oleh Kementerian Agama. 

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa 

wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak 
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wakaf yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) Pasal yang 

sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa 

uangditerbitkan dalam bentuk sertifikat harta wakaf. Sedangkan 

dalam ayat (3) Pasal yang sama bahwa sertifikat harta wakaf 

diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah 

kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda 

wakaf. 

Perbedaan spesifik tentang wakaf yang diatur pada Pasal 

28 sampai Pasal 31 ialah harta wakaf harus disetor melalui 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh 

Menteri Agama RI. Dalam keputusan Menteri Agama RI telah 

menetapkan delapan LKS Penerima Harta wakaf (LKS-PWU), 

yaitu BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank 

Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank 

Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Jogya Syaria.  

Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia (2009), 

sertifikat dapat diberikan kepada wakif yang telah mewakafkan 

uangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan 

menyertakan asal usul uang dan identitas lengkap wakifnya.Dalam 

Undang-undang Tentang Wakaf, disebutkan perlunya dibentuk 

Badan Wakaf Indonesia.Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang 

Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan 

mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf 

Indonesia. 
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Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di Ibukota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk 

perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan 

kebutuhan (Pasal 48).Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa 

Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan 

Pertimbangan.Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk 

masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Adapun ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan bahwa 

dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia dapat 

bekerjasama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun 

daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan 

pihak lain yang dianggap perlu. Dalam Pasal 50 disebutkan bahwa 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 

Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan 

Menteri danMajelis Ulama Indonesia. Wakaf dalam paradigma 

yang baru ini lebih mengedepankan unsur produktifnya dan sumber 

ekonomi umat dari pada wakaf yang hanya untuk memenuhi 

kebutuhan ibadah dan penyediaan sarana ibadah murni ('ibadah 

mahdlah). 

Di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang harta 

wakaf, yaitu boleh.Harta wakaflebih fleksibel dan menjadi 

pendorong terhadap wakaf benda tidak bergerak agar lebih 

produktif. 
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Harta wakaf telah dicanangkan oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 januari 2010 di Istana 

Negara.Diharapkan dengan pencanangan ini maka gerakan harta 

wakaf dapat berakselerasi dengan cepat untuk mendukung 

masyarakat Indonesia mencapai Indonesia yang lebih baik (Forum 

Lembaga Keuangan Syariah Penerimaan Harta wakaf, 2013). 

Potensi wakaf di Indonesia pada umumnya, dan di Kota 

Tanjungpinang pada khususnya, cukup besar. Wakaf yang bersifat 

abadi dan tanpa batas mobilisasi asset dan dana untuk investasi 

jangka panjang. Jumlah umat Islam yangmayoritas merupakan aset 

besar untuk penghimpunan dan pengembangan harta wakaf. Jika 

harta wakaf di implementasikan, maka ada dana potensial yang 

sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan 

kesejahteraan umat. 

Harta wakaf memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat 

melalui sertifikat harta wakaf karena beberapa hal. Pertama, 

lingkup sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa menjadi luas dibanding 

dengan wakaf benda tidak bergerak.Kedua, dengan sertifikat 

tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan 

dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki 

kesadaran beramal tinggi. Ketiga, wakif tidak perlu menunggu kaya 

raya atau tuantanah untuk berwakaf karena uang lebih mudah 

dibuat pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif. 

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam harta 

wakaf, maka umat akan lebih mudah memberikan kontribusi 
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mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah 

yang sangat besar. Mereka tidak harus menunggu menjadi ‘tuan 

tanah’ untuk menjadi wakif. 

Memerlukan lima modal dalam upaya optimalisasi potensi 

wakaf untuk mengentaskan kemiskinan menuju kesejahteraan. 

Lima modal pengembangan investasi dan penyaluran dana sosial 

ini yang akan memaksimalkan fungsi wakaf, yaitu (Husaini, 2015: 

24): 

1. Trust, berkenaan dengan kepercayaan masyarakat dalam 

menyalurkan harta wakafnya. 

2. Knowledge, berkenaan dengan ilmu mengenal perkembangan 

wakaf serta model-model investasinya, wakaf tidak hanya 

objeknya yang mengalami perkembangan, tetapi administrasi, 

pengembangan dan penyalurannyamembutuhkan pengetahuan 

yang selalu sesuai dengan perkembangan.Pada tataran 

kompetensi keilmuan, seorang Nazhir harus menguasaimateri-

materi fiqih muamalah, khususnya yang berhubungan 

denganwakaf. 

3. Human skill, berkenaan dengan keahlian Nazhir dalam bidang 

tertentu yang berkenaan dengan amanah untuk 

mengembangkan harta wakaf. Secara personal, nazhir haruslah 

orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral 

yang baik, yaitu bersifat jujur, adil, dan amanah. 
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4. Human Technical, berkenaan dengan kemampuan untuk 

mengelola harta wakaf, yaitu pengelolaan dengan prinsip 

keterbukaan (transparansi), prinsip Indipendensi. 

5. Human Relation, adalah kemampuan nazhir dalam membangun 

jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan 

wakaf. Pengembangan jaringan menjadi sesuatu yang asasi 

dalam mencapai tujuan produktif wakaf. Sebab tanpa jaringan, 

prinsip permintaan dan penyaluran (suplayand demand) tidak 

dapat berjalan dengan stabil. 

2.7 Indikator Pendidikan  

Beberapa macam ukuran yang seringkali digunakan 

sebagai indikator pendidikan, antara lain, Indikator pendidikan 

berupa pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama 

sekolah, dan angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) 

menggambarkan persentase penduduk yang mampu membaca dan 

sekaligus menulis minimal dalam kalimat sederhana yang biasa 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. AMH diharapkan dapat 

mengukur seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang 

memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, 

sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang 

pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas 

hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang 

kehidupan. Untuk itu AMH menjadi salah satu indikator 

pencapaian target SDGs, yang menjamin bahwa pada tahun 2030 

semua remaja dan proporsi kelompok penduduk dewasa tertentu, 
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baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi 

dan numerasi. (Badan Pusat Statistik, 2018). 

Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana 

pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk 

kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan 

untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta 

pembangunan yang berkelanjutan. Angka melek huruf 

menggambarkan mutu dari SDM yang ada di suatu wilayah yang 

diukur dalam aspek pendidikan, karena semakin tinggi angka 

kecakapan baca tulis maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas 

SDM. 

2.8 Indikator Pendapatan 

Dalam hal pendapatan ada dua hal yang perlu diperhatikan 

pada saat suatu pendapatan diakui yaitu pengukuran pendapatan 

dengan suatu ukuran moneter dan penetapan waktu bahwa 

pendapatan telah dilaporkan sebagai pendapatan.  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002) memberikan 

ketentuan mengenai pengukuran pendapatan yang dinyatakan 

dalam Standar Akuntansi Keuangan yang isinya seagai berikut: 

“Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang 

diterima, jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi 

biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan pemebeli 

atau pemakai perusahaan tersebut. Jumlah tersebut, dapat diukur 

dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat 
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diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat 

volume yang diperbolehkan perusahaan”. 

Menurut Bramastuti (2009)  dalam Yusepa, Anwar dan 

Triyudi (2010) dalam indikator pendapatan antara lain:  

1. Penghasilan yang diterima perbulan,  

2. Pekerjaan 

3. anggaran biaya  

4. Beban keluarga yang ditanggung 

 

2.9 Perkembangan Harta Wakaf 

Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum 

Islam datang.Umat manusia (terlepas dari agama dan kepercayaan 

yang mereka anut) sesungguhnyatelah mengenal beberapa bentuk 

praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinyatidak jauh 

berbeda dengan wakaf dalam Islam.Hal ini disebabkan pada 

dasarnya, umatmanusia sudah menyembah Tuhan melalui ritual 

keagamaan sesuai kepercayaanmereka.Hal inilah yang kemudian 

menjadi faktor pendorong bagi setiap umatberagama untuk 

mendirikan bangunan peribadatannya masing-masing (Arif, 2010). 

Mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian terhadap 

kelangsunganagamanya rela melepaskan sebagian tanahnya atau 

menyumbangkan sebagian hartamiliknya untuk kepentingan rumah 

peribadatan.Contoh yang paling nyata dari adanyapraktik wakaf 

sebelum Islam adalah dibangunnya al-Ka’bah al-Musyarrafah oleh 

NabiIbrahim as.Hanya saja, dalam perjalanan waktu, Ka’bah 
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pernah digunakan sebagaitempat penyembahan berhala, padahal 

sebelumnya adalah tempat beribadah kepadaAllah Swt (Arif, 

2010). 

Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang 

membedakannyadengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik 

wakaf yang diamalkan masyarakatjahiliyah dilakukan semata-mata 

hanya untuk mencari prestise (kebanggan).Sedangkandalam Islam 

bertujuan untuk mencari ridha Allah dan sebagai sarana 

mendekatkan dirikepada-Nya (Arif, 2010). 

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah 

SAW karena wakafdisyariatkan pada tahun kedua Hijriyah.Ada dua 

pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam 

(fuqaha’) tentang siapa yang pertama kalimelaksanakan syariat 

wakaf.Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwayang 

pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu 

wakaf tanah milikNabi SAW untuk dibangun masjid (Ahmed, 

2004: 30).Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertamakali 

melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini 

berdasarkanhadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana 

telah dikemukakan di atas. 

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti 

Umayah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak 

orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak 

hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi 

wakafmenjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, 
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membangun perpustakaan danmembayar gaji para stafnya, gaji 

para guru dan beasiswa untuk para siswa danmahasiswa. 

Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik 

perhatiannegara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor 

untuk membangun solidaritassosial dan ekonomi masyarakat. 

Harta wakaf (cash waqf) pertama kali dipakai pada masa 

Utsman di Mesir, diakhir abad ke-16 (1555-1823 M) (Cizakca, 

2004: 1).Pada era Utsmani di Mesir, berkembangpemakaian fikih 

Hanafi dalam menjalankan aktivitas binis dan 

sosialnya.ImamMuhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa 

sekalipun tidak ada dukungan hadis yangkuat, penggunaan harta 

bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu 

sudahmenjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu.Bahkan bagi 

Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu 

menjadi persyaratan dalam penggunaan hartabergerak sebagai harta 

wakaf. Bahkan menurut Crecelius, Dia menyatakan (Daniel, 1995: 

247): 

“No Islamic State was more energetic in its production of 

statistical records, more systematic in its record keeping, 

and more assiduous in preserving these records than the 

Ottoman Empire.” 

Artinya: “ Tidak ada negara Islam yang lebih energik 

dalam menghasilkan wakafdan catatan statistiknya, lebih sistematis 

dalam menjaga catatan tersebut, sertalebih ketat dalam mengawasi 

catatan tersebut ketimbang Dinasti Ustman.” 
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Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era 

Utsmani menyusunbangunan harta wakaf: pertama, pandangan 

bahwa aset bergerak dapat menjadi hartawakaf. Kedua, penilaian 

dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak.Ketiga,persetujuan 

atas pemberian uang tunai. 

Kepopuleran harta wakaf terjadi setelah Professor 

Mannanmensosialisasikannya di Bangladesh melalui Social 

Investment Bank Limited (SIBL).SIBL membuat Sertifikat harta 

wakaf (Cash Waqf Certificate) untuk mengumpulkandana dari 

orang kaya dan membagi perolehan harta wakaf yang telah 

dikumpulkannyakepada orang-orang miskin. Popularitas “harta 

wakaf”, ditimbulkan karena fleksibilitaspenyebaran manfaat harta 

wakaf kepada kalangan mustadh’afin (orang fakir dan orangyang 

tertindas ekonominya) dan dhu’afa (orang miskin) di segala tempat 

(Arif, 2010). 

 

2.10 Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan 

kepada kelompok masyarakat berkemampuan lemah yang 

dilakukan secara sengaja dan terukur.Upaya yang dilakukan secara 

sengaja dan terukur artinya terdapat strategi, mekanisme dan 

tahapan yang disusun secara sistematis untuk memberdayakan 

kelompok masyarakat berkemampuan lemah dalam jangka waktu 

tertentu.Pemberdayaan merupakan konsep pembangunan ekonomi 

yang merangkum nilai-nilai sosial (social value), berpusat pada 
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peran serta aktif langsung kelompok masyarakat miskin agar 

masyarakat misin semakin berdaya (empowering) secara abadi 

(sustainable).Oleh karena itu, pendekatan ekonomi merupakan 

pilihan yang dapat diandalkan agar hasil-hasil upaya pemberdayaan 

dapat dimanfaatkan dan dinikmati secara berkelanjutan (Wrihatnlo 

dan Dwijowijoto, 2007: 205-206). 

Pemberdayaan ekonomi umat adalah usaha untuk 

menjadikan ekonomi umat yang kuat dan berdaya saing. Realitas 

menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

oleh usaha kecil dan menengah adalah pada akses pembiayaan dan 

modal, lemahnya pengusaan teknologi dan informasi, akses pasar, 

keterampilan, dan tentunya masih banyak lagi. Berbagai 

permasalahan itu tentu harus mendapat perhatian guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat sehingga kedepan dapat 

lebih berperan dalam proses pembinaan umat itu sendiri. Beberapa 

kegiatan pemberdayaan umat dapat dilakukan melalui peningkatan 

akses bantuan modal usaha, pengembangan sumber daya manusia, 

peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan 

sosial ekonomi umat (Ishari dan Sakinah, 2016). 

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk 

membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, 

dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang 

dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 

Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan 

suatu masyarakat bertahan.Dalam pengertian yang dinamis, yaitu 
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mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan 

masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai 

Ketahanan Nasional.  

Pembahasan mengenai perekonomian umat, ada beberapa 

kemungkinan yang perlu diperhatikan.Pertama, ekonomi umat itu 

hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia.Konsekuensi 

dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan 

nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal 

ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam.Kedua, 

yang dimaksud perekonomian umat itu adalah sektor-sektor yang 

dikuasai oleh muslim-santri.Batasan ini mempunyai masalah 

tersendiri, karena sulit membedakan mana yang Islam dan mana 

pula yang abangan. 

Arti ekonomi umat yang lain adalah badan-badan yang 

dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam. Indikator ini mengacu 

kepada perusahaan-perusahaan yang dikembangkan oleh gerakan 

Nasrani yang telah berhasil membangun diri sebagai konglomerasi 

dan bergerak di bidang-bidang seperti perbankan, perkebunan, 

perdagangan ekspor-impor, perhotelan, penerbitan, percetakan dan 

industri lainnya. 

Jadi dapat dikerucutkan bahwa pemberdayaan ekonomi 

umat, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat 

lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta 

melepaskan diri dariperangkap kemiskinan dan keterbelakangan 
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ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun 

kemandirian umat di bidang ekonomi (Ishari dan Sakinah, 2016). 

 

2.11 Penelitian Terkait 

Terdapat beberapa temuan penelitian terkait mengenai 

minat masyarakat pada harta wakaf sebagai pemberdayaan 

ekonomi. sehingga penelitian terkait tersebut dapat dijadikan 

referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang 

telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya: 

Aziz (2017) dalam penelitiannya tentang harta wakaf 

dalam perspektif hukum islam mengungkapkan bahwa harta wakaf 

memiliki potensi yang sangat besar dan mempunyai prospek yang 

sangat cerah. Jika program harta wakaf dijalankan secara optimal, 

maka akan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. 

Arif (2010) meneliti tentang harta wakaf sebagai alternatif 

mekanisme redistribusi keuangan Islam mengungkapkan bahwa 

ajaran agama Islam tentang zakat dan juga wakaf, penerapan 

keduanya berpotensi besar mengurangi secara signifikan angka 

kemiskinan yang bersifat “struktural”. 

Yuliafitri dan Rivaldi (2017) mengkaji tentang pengaruh 

penerapan prinsip-prinsip good governance dan promosi terhadap 

penerimaan harta wakaf (pada lembaga pengelola wakaf di 

Indonesia).Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-

prinsip good governance berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap penerimaan harta wakaf. Promosi memiliki 
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pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan harta wakaf, 

kemudian secara simultan penerapan prinsip-prinsip good 

governance dan promosi memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap penerimaan harta wakaf. 

Jamal, Arroisi, Agustin, dan Zahro’ (2019) dalam 

penelitiannya tentang implementasi pendistribusian harta wakaf 

sebagai penunjang usaha kecil menangah di badan wakaf uang dan 

badan harta wakaf MUI Yogyakarta. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa implementasi pendistribusian harta wakaf 

yang baik dan terarah dapat meningkatkan pendapatan mauquf 

alaihi dan dapat menunjang pengembangan UKM sehingga lebih 

produktif lagi. 

Fuadi dalam penelitiannya tentang wakaf sebagai 

instrumen ekonomi pembangunan Islam menunjukkan bahwa 

wakaf memiliki potensid alam pembangunan ekonomi. Beberapa 

negara menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola wakaf dan 

memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa Indonesiam emiliki potensi wakaf yang sangat 

baik dan mampu menjadi solusi darimasalah kemiskinan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terkait terletak 

pada variabel yang dikaji/diteliti yaitu variabel wakaf. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terkait terletak pada 

lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Masjid Baitul Istiqomah 

Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, sehingga membuat 

hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian terkait. 
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Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No  
Nama 

Penulis  
Judul  Hasil  

Persamaan  Perbedaan  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. 

Wahib 

Aziz 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta 

wakaf 

dalam 

Perspektif 

Hukum 

Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

mengungkapkan 

bahwa harta wakaf 

memiliki potensi 

yang sangat besar dan 

mempunyai prospek 

yang sangat cerah. 

Jika program harta 

wakaf dijalankan 

secara optimal, maka 

akan meningkatkan 

kesejahteraan umat 

Islam. 

Meneliti 

wakaf. 

Berbeda 

lokasi 

penelitian 

dan lebih 

pada 

hukum 

Islam. 

2. 

Syafrudin 

Arif 

(2010) 

Harta 

wakaf 

Sebagai 

Alternatif 

Mekanisme 

Redistribusi 

Keuangan 

Islam 

Hasil penelitian 

mengungkapkan 

bahwa ajaran agama 

Islam tentang zakat 

dan juga wakaf, 

penerapan keduanya 

berpotensi besar 

mengurangi secara 

signifikan angka 

kemiskinan yang 

bersifat “struktural”. 

Meneliti 

wakaf. 

Wakaf 

sebagai 

alternatif 

keuangan 

Islam. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indri 

Yuliafitri, 

dan Arie 

Indra 

Rivaldi 

(2017) 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Penerapan 

Prinsip-

Prinsip 

Good 

Governance 

dan 

Promosi 

Terhadap 

Penerimaan 

Harta  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

penerapan prinsip-

prinsip good 

governance 

berpengaruh positif 

namun tidak 

signifikan terhadap 

penerimaan harta 

wakaf. Promosi 

memiliki pengaruh 

positif yang 

signifikan terhadap 

penerimaan harta 

wakaf, kemudian 

Meneliti 

wakaf. 

Pada 

lembaga 

pengelola 

wakaf di 

Indonesia. 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

No  
Nama 

Penulis  
Judul  Hasil  

Persamaan  Perbedaan  

  

wakaf (Pada 

Lembaga 

Pengelola 

Wakaf di 

Indonesia) 

 

 

 

secara simultan 

penerapan prinsip-

prinsip good 

governance dan 

promosi memiliki 

pengaruh positif yang 

signifikan terhadap 

penerimaan harta 

wakaf. 

  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulyono 

Jamal, 

Jarman 

Arroisi, 

Nia Puji 

Agustin, 

dan 

Khurun’in 

Zahro 

(2019) 

 

 

 

Implementasi 

Pendistribusian 

Harta wakaf 

Sebagai 

Penunjang 

Usaha Kecil 

Menangah di 

Badan Wakaf 

Uang dan 

Badan Harta 

wakaf MUI 

Yogyakarta 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan 

bahwa implementasi 

pendistribusian harta 

wakaf yang baik dan 

terarah dapat 

meningkatkan 

pendapatan mauquf 

alaihi dan dapat 

menunjang 

pengembangan UKM 

sehingga lebih 

produktif lagi. 

Meneliti 

harta 

wakaf. 

Implem-    

entasi 

pendistri-   

busian 

harta 

wakaf pada 

UKM. 

5. 

Nasrul 

Fahmi 

Zaki 

Fuadi 

(2018) 

 

Wakaf sebagai 

Instrumen 

Ekonomi 

Pembangunan 

Islam 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan wakaf 

memiliki potensi 

dalam pembangunan 

ekonomi. Beberapa 

negara menunjukkan 

keberhasilannya 

dalam mengelola 

wakaf dan 

memberikan manfaat 

bagi masyarakat. 

Hasil dari penelitian 

ini juga menunjukkan 

bahwa Indonesia 

memiliki potensi 

wakaf yang sangat 

baik dan solusi dari 

kemiskinan. 

Meneliti 

wakaf. 

Wakaf 

yang 

berpotensi 

dalam 

pembang-

unan 

ekonomi. 

 Sumber: Diolah (2020) 
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2.12 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka berpikir yang baik yaitu kerangka berpikir yang 

dapat menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, 

hubungan antar variabel harus dijelaskan dalam melakukan sebuah 

penelitian. Dalam suatu penelitian kerangka berpikir perlu 

dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut terdapat dua 

variabel atau lebih (Sugiyono, 2011). 

 Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, maka perlu 

adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam 

meneliti suatu masalah yang bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Maka 

dari itu kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian 

 

 

 
Sumber: Diolah (2020) 

  

Berdasarkan Gambar 2.1, peneliti akan meneliti bentuk 

pengelolaan wakaf dan dampak pengelolaan wakaf terhadap 

pemberdayaan ekononomi umat. 

Bentuk 

Pemanfaatan 

Wakaf 

Dampak 

Pemberdayaan 

Ekonomi Umat 

Bentuk 

Pengelolaan 

Wakaf 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang langsung 

berhubungan dengan objek yang akan di teliti Sutrisno (2001: 23). 

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang meng 

hasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) 

dengan menggunakan prsosedur-prosedur statistik atau cara-cara 

lain dari kauntitatif (pengukuran) (Soewadji, 2012: 51). Menurut 

Moleong(2007: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dan lai-lain. Sedangkan menurut Taylor dan Bogdan dalam Bagong 

(2008:166) pendekatan kualitatif dapat di artikan sebagai 

pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang 

diamati dari orang-orang. Alasan digunakan pendekatan kualitatif 

dalam penelitian ini dikarenakan: 

1. Peneliti secara aktif berinteraksi secara pribadi dengan 

informasi sehingga dapat melihat individu secara holistik 

(utuh), sehingga hasil yang dipeoleh lebih akurat. 

2. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara, 

melalui metode ini individu yang diteliti dapat diberi 
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kesempatan agar secara sukarela mengajukan gagasan dan 

persepsinya. 

3. Penelitan ini bersifat naturalistik (sebagaimana adanya), artinya 

data yang diperoleh sesuai dengan fakta (hasil yang diperoleh). 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti 

memperoleh segala informasi yang dibutuhkan dalam melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan harta wakaf tersebut. Ada pun 

lokasi penelitian ini yaitudi Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan 

Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Pemilihan lokasi penelitian ini 

dengan alasan bahwaMasjid Baitul Istiqomah tersebut aktif dalam 

mengelola harta wakaf setiap tahunnyakepada masyarakat, serta 

mengedepankan masyarakat yang kurang mampu untuk 

mengoptimalkan harta wakaf (lahan pertanian) untuk dikelola. 

 

3.3 Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, 

dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau 

anggapan. Suatu fakta yang di gambarkan lewat angka, simbol, 

kode dan lain-lain (Hasan, 2002:113). Data penelitian dikumpulkan 

baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara 

maupun lewat data dokumentasi. Sumber data yang digunakan 

penulis yaitu : 
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1. Data Primer 

Dara primer dalam penelitian ini aadalah data yang 

diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai objek 

penulisan. Metode wawancara mendalam atau independen 

interview dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode 

wawanvara dengan narasumber yang akan diwawancarai. 

Wawancara akan dilakukan peneliti adalah wawancara dengan 

pedoman wawancara. Wawancara dengan menggunakan 

pedoman (interview guide) dimaksudkan untuk wawancara 

yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan-

persoalan yang akan diteliti (Umar, 2003: 56). 

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat 

di Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga 

Kabupaten Pidie yang dipercaya untuk mengelola harta wakaf 

masjid. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui 

bentuk pengelolaan dan dampak pengelolaan harta wakaf di 

Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten 

Pidie. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sejarah 

singkat Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga 

Kabupaten Pidie.  Data sekunder adalah data yang mengacu 

pada informasi yang telah di kumpulkan dari sumber yang telah 

ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi 
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perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, 

situs web, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011). 

Data sekunder juga dapat didefinisikan sebagai data 

yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya 

penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui 

dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi 

literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh 

berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan 

penelitian, selain itu peneliti merupakan data yang diperoleh 

dari internet (Sugiyono,2005: 62). 

Sebagai mana yang dikutip oleh Moleong (2002: 70) 

menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Jadi, kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancari merupkan 

sumber data utama dan dokumen atau sumber tertulis lainnya 

merupakan data tambahan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

penting dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan Sugiyono (2012: 62). Metode 

pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi wawancara, 

dokumentasi dan observasi. 
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1. Wawancara  

Definisi wawancara menurut menurut Kahn dan 

Channel (2003) yang dikutip oleh Sumiati (2015), wawancara 

yaitu pola khusus dari interaksi diulai secara lisan untuk tujuan 

tertentu, dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik, 

dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada 

hubungannya secara berkelanjutan. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab 

langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi 

sesuai dengan data yang diperlukan. Tujuan dari wawancara ini 

adalah untuk mengetahui bentuk pengelolaan dan dampak 

pengelolaan harta wakaf di Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan 

Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. 

Tabel 3. 1 

Tabel Informan 

Informan Jumlah 

Pengelola 1 Orang 

Penggarap 8 Orang 

Total 9 Orang 

   Sumber: diolah (2020) 

Pihak yang menjadi narasumber dalam tahap 

wawancara ini adalah masyarakat dan tokoh masyarakat di 

Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga 

Kabupaten Pidie yang dipercaya untuk mengelola harta 

wakaf masjid. 
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2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, 

agenda dan lainnya. Dengan adanya dokumentasi ini penulis 

dapat mengumpulkan data dengan kategori pengklasifikasian 

bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang 

ditelti Kountur (2012:13). 

3. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

subjek yang ingin diteliti. Observasi dilakukan untuk melihat 

dan mengamatai perubahan fenomena-fenomena yang tumbuh 

dan berkembang, dalam penelitian ini peneliti melakukan 

pengaman langsung di lokasi untuk mendapatkan gambaran 

yang tepat terhadap masalah yang diteliti.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Di penelitian ini penulis akan menganalisis data dengan 

menggunkan metode panelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu 

dengan cara merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, 

menyusun dan mengklarifiksikan serta menganalisis dan 

menginterprestasikannya sehingga memberikan gambaran yang 

jelas mengenai keadaan penggarap. Data yang di peroleh kemudian 
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data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, 

yang kemudian hasilnya akan disimpulkan (Sugiyono, 2012:45). 

Menurut Miles dan Huberman (1992), terdapat tiga teknik 

analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus 

selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar 

terkumpul. Tiga teknik tersebut yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis 

data kualitatif. Reduksi data ialah bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga pada akhirnya 

dapat ditarik kseimpulan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah salah satu dari teknis analisis 

data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan ketika 

sekumpulan informasi disususun, sehinga memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk 

penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan 

lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah salah satu dari teknis 

analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan hasil analisis 

yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan 

kesimpulan dapat dilakukan apabila semua data-data informasi 
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sudah terkumpul dan telah ditelaah dan telah didapatkan hasil 

penelitian. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Objek Penelitian 

Masjid di Aceh banyak berdiri di lokasi atau tanah wakaf 

dari umat Islam, demikian halnya di kecamatan Glumpang Tiga 

Kabupaten Pidie. Masjid Baitul Istiqomah berdiri diatas tanah 

wakaf seluas 3.255m2 dengan luas bangunan 960m2. Masjid ini 

beralamat lengkap di Gampong Sukon Mesjid Kecamatan 

Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Masjid Baitul Istiqomah telah 

berdiri sejak tahun 1953 dimana letak masjid tersebut merupakan 

tanah wakaf dari salah satu masyarakat dan pembangunannya 

didapatkan dari hasil sumbangan dari masyarakat sekitar, hingga 

saat ini Masjid Baitul Istiqomah menjadi salah satu masjid jamik di 

kecamatan Glumpang Tiga khususnya untuk pemukiman 

masyarakat Teupin Raya, yang mana terdapat sebelas dusun 

diantaranya Sukon Mesjid, Dayah Tanoh, Kayee Jatoe, 

Kruttumpeun, Blang Drang, Sukon Baroh, UD Gampong, 

Mamplan, Balee, Kupula dan Pulo Lon Teuga (hasil wawancara 

Ampon Hasbi). 

Masjid Baitul Istiqomah memiliki harta wakaf selain lokasi 

pembangunan masjid yaitu hanya harta wakaf sawah. Sawah 

tersebut terbagi menjadi dua tempat yaitu di Langien dan Blang 

Raya, harta wakaf sawah yang dimiliki Masjid Istiqomah 

berjumlah 22 Are atau 8800 meter persegi terbagi dari 8 Are atau 

3200 meter persegi berlokasi di Langien dan 14 Are atau 4000 
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meter persegi berlokasi di Blang Raya. Pada Blang Raya biaya 

sewa atau bagi hasil ke masjid dalam musim 500kg luar musim 

300kg, sedangkan pada sawah Langien dalam musim 400kg luar 

musim 200kg (hasil wawancara nazhir). 

Mengenai susunan struktur pengurus Masjid Baitul 

Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 4. 1 Struktur Pengurus Masjid Baitul Istiqomah 
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4.2 Hasil Penelitian 

Pada subbab ini akan membahasa mengenai hasil 

penelitian yaitu bentuk pengelolaan harta wakaf di Masjid Baitul 

Istiqomah, dampak pengelolaan harta wakaf terhadap 

pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Baitul  Istiqomah  

4.2.1 Bentuk Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Baitul  

Istiqomah 

Pengelolaan merupakan bentuk kerjasama dengan 

orang-orang atau suatu kelompok demi tercapainya suatu tujuan 

bersama. Dalam hal ini yaitu untuk mengetahui bentuk 

pengelolan harta wakaf milik Masjid Baitul Istiqomah. Sistem 

pengelolaan harta wakaf terdiri dari. 

Pengelolaan wakaf dilakukan panitia masjid. Panitia 

masjid dibentuk dengan tujuan salah satunya adalah  untuk 

mengelola manajemen dari wakaf tersebut. Demi tercapainya 

kemakmuran masjid. Ketua umum yaitu Ampon Hasbi mulai 

dipercaya untuk mengelola harta wakaf milik Masjid Baitul 

Istiqomah sejak tahun 2014 hingga 2020. Dalam hal ini Ampon 

Hasbi menjabat sebagai ketua umum panitia masjid. Dalam 

menjalankan tugasnya Ampon Habis turut dibantu oleh ketua 

pembangunan masjid dan perangkat desa lainnya.  

Harta wakaf yang dikelola oleh Masjid Baitul 

Istiqomah adalah tanah sawah. Hingga tahun 2020 jumlah harta 

wakaf yang dikelola seluas 8.800m2 di dua lokasi yaitu Blang 
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Raya dan Langien, dengan rincian 1200m2 dikelola oleh 

Teungku Imum Masjid dan 400m2 dikelola oleh Teungku Imum 

lainnya. Serta 7200m2 sisanya dikelola oleh masyarakat 

setempat. Untuk dapat menggarap tanah wakaf tersebut 

ditujukan bagi masyarakat miskin dan tidak ada kategori 

spesifik untuk penggarap. 

Menurut ketua umum sebagai nazhir mengatakan 

kategori untuk sebagai penggarap sawah tidak ada hal yang 

spesifik, namun jika ada masyarakat yang bersedia untuk 

menggarap sawah milik masjid akan memberikannya kepada 

masyarakat yang datang meminta izin terlebih dahulu kepada 

ketua umum pengelola wakaf. 

Pembagian hasil dari pengelolaan harta wakaf dengan 

menggunkan sistem bagi hasil antara penggarap dengan nazhir. 

Proses pembagian hasil panen dilakukan dengan cara yaitu 

pembayaran sewa sawah dengan cara memberi kuitansi kepada 

pengelola oleh penggarap untuk pengambilan hasil jual padi 

tersebut, dan hanya menggunakan pencatatan manual. Jika 

dilihat dari hasil panen pertahun dalam keadaan musim panen 

padi dan panen yang bagus maka mendapatkan Rp. 25.000.000 

atau 500 kg (dengan harga Rp. 5.000/kg) dan jika ada faktor 

lain yang menyebabkan hasil panen berkurang maka hasil yang 

didapatkan di kisaran Rp. 15.000.000 (300 kg) dari sawah 

Blang Raya. Sedangkan dari sawah Langien dalam masa panen 

padi dan kondisi panen yang bagus Rp 20.000.000 rupiah (400 
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kg jika 1 kg Rp5.000) dan jika ada kendala faktor cuaca dan 

sebagainya maka hasil yang didapat dikisaran 8.000.000 rupiah 

(200 kg), dengan total jumlah pertahunnya sebanyak Rp. 

45.000.000/tahun atau 900 Kg  dengan kondisi panen yang 

bagus dan jika hasil panen yang didapatkan tidak bagus maka 

hasil pengelolaan dari harta wakaf sawah sebanyak Rp. 

20.000.000. Semua bagi hasil panen tersebut kemudian di 

pergunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan kemakmuran 

masjid Baitul Istiqomah. Seperti menggaji petugas kebersihan 

masjid, membayar gaji tukang bangunan (pembangunan 

masjid) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional 

masjid. Pemanfaat harta wakaf ini murni untuk pembangunan 

dan kemakmuran masjid tanpa ditujukan untuk membantu 

perekonomian warga maupun pemberian bantuan dalam bentuk 

beasiswa. 

Keseluruhan harta wakaf sawah sepenuhnya digunakan 

untuk pembangunan masjid dan kemakmuran masjid, 

pemanfaatan harta wakaf belum dialokasikan untuk membantu 

dalam hal perekonomian dan pemberian beasiswa, karena 

manajemen wakaf yang kurang memadai. Sebab 

pengelolaannya yang masih tradisional dan pengelolanya hanya 

mengetahui tentang cara kelola wakaf secara tradisional dan 

sulit untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan wakaf karena 

minimnya pengehetahuan dalam pengelolaan wakaf produktif. 

Kurangnya penghetahuan  masyarakat maupun pengelola wakaf 
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menjadi kendala utama dalam pengelolaan harta wakaf yang 

masih kurang produktif dan maksimal sehingga wakaf tidak 

bisa dimanfaat untuk akses pendidikan, sarana kesehatan, 

fasilitas umum lainnya dan tujuan wakaf lainnya. 

Sistem bagi hasil yang digunakan adalah dengan 

ketentuan penggarap mendapat mendapat 1/5 (100 Kg) dari 

hasil panen dan untuk masjid sebanyak 4/5 (400 Kg) dari total 

hasil panen 500 Kg dalam kondisi hasil panen yang baik dari 

tanah wakaf sawah di Blang Raya. Sedangkan hasil penggarap 

sawah di Blang Raya harus memberikan 500 kg tiap panen pada 

musim tanam dan 300kg saat panen diluar musim tanam. 

Ketentuan bagi hasil ini telah turun temurun dilakukan sejak 

dulu, didasarkan pada sumber perairan yang digunakan oleh 

penggarap. 

Selain melakukan wawancara dengan ketua umum 

panitia Masjid Baitul Istiqomah, peneliti dalam hal ini juga 

melakukan wawancara dengan delapan informan yang sedang 

menggarap tanah sawah wakaf Masjid Baitul Istiqomah. 

Peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan 

berkaitan dengan kegiatan menggarap tanah wakaf sawah, 

berikut hasil wawancara dengan informan. 

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, 3 dari delapan 

informan yang menggarap tanah wakaf sawah merupakan 

perempuan dan 5 informan lainnya merupakan laki-laki 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah sawah wakaf 



54 

 

 

didominasi oleh penggarap dengan jenis kelamin laki-laki, hal 

ini menjadi lumrah karena laki-laki merupakan kepala keluarga 

yang menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah.  

Tabel 4. 1 

Karakteristik Jenis Kelamin 

   
Inisial Jenis Kelamin Tahun 

W Laki-laki 2014 

N Perempuan 2018 

J Laki-laki 2016 

Y Laki-laki 2020 

I Laki-laki 2017 

M Perempuan 2016 

WM Perempuan 2015 

MS Laki-laki 2017 

     Sumber: Data diolah (2020) 

Informan dengan inisial W merupakan informan yang 

telah menggarap tanah wakaf sawah paling lama yaitu 6 tahun 

sejak 2014 hingga 2020. Informan dengan inisial N baru 

menggarap tanah wakaf sawah dari tahun 2018. Informan 

dengan inisial J telah menggarap tanah wakaf sawah dari tahun 

2016. Informan dengan inisial Y baru menggarap tanah wakaf 

sawah ditahun 2020. Informan dengan inisial I telah menggarap 

tanah wakaf sawah dari tahun 2017. Infroman dengan inisial M 

telah menggarap tanah wakaf sawah dari tahun 2016. Infroman 

dengan inisial WM telah menggarap tanah wakaf sawah dari 

tahun 2015. Dan terakhir infroman dengan inisial MS telah 

menggarap tanah wakaf sawah dari tahun 2017.  
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Berdasarkan karakteristik perkerjaan utama, tidak 

semua penggarap tanah wakaf sawah bekerja sebagai petani. 

Hanya dua  dari delapan informan yang pekerjaan utamanya 

adalah petani yaitu Y dan I. informan dengan inisial W, N, dan 

J memiliki perkejaan utama sebagai pedagang. Informasi 

dengan inisial M memiliki pekerjaan utama sebagai tukang cuci 

dan setrika. Informan dengan inisial WM memiliki perkejaan 

utama sebagai penjaga kantin dan informan dengan inisial MS 

memiliki perkejaan utama sebagai penjaga depot air minum. 

Tabel 4. 2 

Karakteristik Pekerjaan Utama 

Inisial Pekerjaan Utama 

W Pedagang Kelontong 

N Pedagang Mie 

J Pedagang Kelontong 

Y Petani 

I Petani 

M Tukang Cuci dan Setrika 

WM Penjaga Kantin 

MS Penjaga Depot Air Minum 

     Sumber: Data diolah (2020) 

Lokasi dan luas tanah wakaf sawah yang digarap oleh 

masing-masing informan juga berbeda-beda. Enam dan delapan 

informan menggarap tanah wakaf sawah yang berlokasi di 

Blang Raya sedangkan dua lainnya menggarap tanah wakaf 

sawah yang berlokasi di Langien. Informan dengan inisial W 

menggarap tanah wakaf sawah yang berlokasi di Langien 

dengan luas mencapai 300m2. Informan dengan inisial N, I dan 

MSmenggarap tanah wakaf sawah yang berlokasi di Blang 
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Raya dan Langien dengan luas masing-masing mencapai 

400m2. Informan dengan inisial J menggarap tanah wakaf 

sawah yang berlokasi di Blang Raya dengan luas mencapai 

150m2. Informan dengan inisial Y menggarap tanah wakaf 

sawah yang berlokasi di Blang Raya dengan luas mencapai 

200m2. Informan dengan inisial M menggarap tanah wakaf 

sawah yang berlokasi di Blang Raya dengan luas mencapai 

600m2. Dan informan dengan inisial WM menggarap tanah 

wakaf sawah yang berlokasi di Blang Raya dengan luas 

mencapai 400m2. 

Tabel 4. 3 

Bagi Hasil Harta Wakaf 

Inisial Lokasi Luas 

Bagi Hasil 

Musim Tanam 
Luar Musim 

Tanam 

W Langien 300 M2 300 Kg 150 Kg 

N Blang Raya 400 M2 500 Kg 300 Kg 

J Blang Raya 150 M2 200 Kg 150 Kg 

Y Blang Raya 200 M2 250 Kg 150 Kg 

I Blang Raya 400 M2 500 Kg 300 Kg 

M Blang Raya 600 M2 750 Kg 450 Kg 

WM Blang Raya 500 M2 625 Kg 375 Kg 

MS Langien 400 M2 400 Kg 200 Kg 

Sumber: Data diolah (2020) 

Jumlah bagi hasil yang diberikan oleh penggarap 

kepada pengelola tergantung luas tanah sawah wakaf yang 

digarap, selain luas musim tanam juga menjadi patokan besar 
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kecilnya jumlah bagi hasil yang diberikan. Rata-rata penggarap 

memberikan bagi hasil yang lebih besar pada saat musim tanam 

dibandingkan diluar musim tanam. 

Informan dengan inisial W memberikan bagi hasil 

300kg pada musim tanam dan 150kg diluar musim tanam. 

Informan dengan inisial N dan I memberikan bagi hasil masing-

masing 500kg pada musim tanam dan 300kg diluar musim 

tanam. Informan dengan inisial J memberikan bagi hasil 200kg 

pada musim tanam dan 150kg diluar musim tanam. Informan 

dengan inisial Y memberikan bagi hasil 250kg pada musim 

tanam dan 150kg diluar musim tanam. Informan dengan inisial 

M memberikan bagi hasil 750kg pada musim tanam dan 450kg 

diluar musim tanam. Informan dengan inisial WM memberikan 

bagi hasil 625kg pada musim tanam dan 375kg diluar musim 

tanam. Dan informan dengan inisial W memberikan bagi hasil 

400kg pada musim tanam dan 200kg diluar musim tanam.  

Sistem pembagian hasil panen tergantung kesepakatan 

antara penggarap dengan pengelola. Pembagian hasil panen 

disepakati terlebih dahulu pada saat pemberian hak untuk 

menggarap tanah sawah. Informan memberikan informasi 

mengenai sistem pembagian hasil panen sebagai berikut. 

Dari wawancara dengan informan dapat disimpulkan 

terdapat dua model penggarap memberikan bagi hasil kepada 

pengelola. Pertama dengan cara menaruh padi di kilang padi 

kemudian memberikan kuintansi kepada pengelola dan yang 
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kedua dengan cara menjual hasil panen terlebih dahulu 

kemudian baru diberikan kepada pengelola sejumlah yang telah 

ditentukan sesuai jumlah panen. 

Dari pemaparan hasil wawancara dapat diketahui 

bahwa sistem atau bentuk pengelolaan harta wakaf sawah di 

masjid Baitul Istiqomah selama ini dikelola dengan sistem 

saling percaya antara pengelola dengan penggarap. Pada 

dasarnya mengelola dan memberdayakan harta wakaf hal yang 

paling penting adalah pengelolaannya. Karena yang 

menentukan harta wakaf tersebut bermanfaat atau tidak adalah 

bagaimana cara pengelolaannya.  

Pengelolan harta wakaf yang selama ini berjalan di 

masjid Baitul Istiqomah masih menggunakan sistem tradisional 

konsumtif, karena sistem yang digunakan berlandaskan saling 

percaya dan mutlak bergantung atas kebijakan dari pimpinan 

Masjid Baitul  Istiqomah sekaligus merangkap sebagai nazhir 

wakaf. 

Fakta yang ditemukan dilapangan, pemahaman 

masyarakat tentang harta yang diwakafkan hanya harta benda 

yang tidak bergerak dan pemanfaatannya juga dikhususkan 

untuk kegiatan-kegiatan bersifat peribadatan, seperti untuk 

pembangunan masjid, membayar gaji pengurus masjid dan hal-

hal lain yang menyangkut pemberdayaan masjid. 

Dalam Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 

pasal 11 nazhir mempunyai tugas salah satunya adalah 
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melakukan pengadminitrasian harta benda wakaf. Dalam pasal 

tersebut nazhir seharusnya melakukan pengadminitrasian dari 

mengawasi dan melindungi harta wakaf, akan tetapi 

pelaksanaannya berbeda. Nazhir kurang teliti dalam mengawasi 

dan melindungi harta wakaf bahwa tidak ada pengadminitrasian 

khusus bagi masyarakat yang ingin menggarap tanah wakaf. 

Hal ini ditakutkan ada berdampak terhadap pendapatan 

tanah wakaf dan juga berdampak pada lamanya sewa wakaf 

karena tidak ada perjanjian secara legal. Berdasarkan UU wakaf 

nomor 41 tahun 2004, seorang nazhir seharusnya menjaga, 

mengawasi dan melindungi harta wakaf. Sehinggap dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan harta wakaf di Masjid Baitul 

Istiqomah belum sesuai dengan UU wakaf nomor 41 tahun 

2004. 

 

4.2.2 Dampak Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Baitul  

Istiqomah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Wakaf mempunyai sejarah yang panjang dalam 

konstribusinya dibidang sosial dan ekonomi masyarakat Islam. 

Keberhasilan wakaf dalam sejarah Islam membuktikan bahwa 

Islam mampu memberi solusi jaminan sosial dan kesejahteraan 

bagi pemeluknya. Untuk mengetahui dampak harta wakaf 

terhadap pemberdayaan ekonomi umat, peneliti melakukan 

wawancara dengan informan. 
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Jika dilihat efektivitas harta wakaf tersebut, dari segi 

ekonomi keluarga. Harta wakaf sawah yang dikelola oleh 

masayarakat telah membantu sekurang-kurang untuk memenuhi 

kebutuhan pangan untuk keluarga. Delapan orang responden 

merasa sangat terbantu dengan adanya harta wakaf sawah bagi 

ekonomi keluarga terutama beras tidak perlu beli lagi, dan 

uangnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis 

menemukan bahwa wakaf mempunyai peran penting sebagai 

salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. 

Dalam sejarah, wakaf memiliki peran penting dalam 

perngembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hal-

hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah perananya 

dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. 

Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh 

berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menompang 

berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif pada 

umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-

gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga 

mendatangkan keuntungan yang Sebagian hasilnya 

dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Sehingga 

dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana 

dari masyarakat untuk masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan 

bahwa pada umumnya dengan mengelola tanah wakaf sangat 
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berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga mereka, 

mereka tidak lagi mengeluarkan konsumsi rumah tangga untuk 

kebutuhan pangan yaitu beras sehingga bisa dipergunakan 

untuk kebutuhan rumah tangga lainnya seperti kebutuhan 

pendidikan anak, bahkan sebagian hasil panen dari tanah wakaf 

ini mereka jadikan tabungan untuk kebutuhan dimasa depan 

atau kebutuhan mendesak lainnya serta menambah tingkat 

pendapatan keluarganya  

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Peran wakaf menjadi pilar ekonomi untuk menunjang 

perekonomian masyarakat harus lebih dikembangkan dalam sistem 

pengelolaannya.  

Wakaf merupakan salah satu dimensi paling strategis 

dalam ajaran agama Islam, sebab keberadaan wakaf tidak hanya 

menyangkut dimensi pribadi seorang muslim, melainkan juga 

mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan 

masyarakat secara umum. Keberadaan wakaf sama halnya zakat, 

memberikan peranan strategis dalam menyelesaikan persoalan 

umat manusia, seperti, kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial 

dan lainnya. Oleh sebab itu, kesadaran melakukan wakaf secara 

kelembagaan yang mampu menggali potensi wakaf dan dana 

filantropi Islam lainnya (Makhrus, 2018).  

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa harta wakaf yang 

dikelola di Masjid Baitul Istiqomah menggunakan sistem 
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pengelolaan yang tradisional dimana sistemnya hanya menaruh 

sistem kepercayaan saja antara penggarap dengan pengelola. Dari 

total jumlah wakaf 8.800m2 yang terdiri dari dua lokasi yaitu Blang 

Raya dan Langien, dengan rincian 1200m2 dikelola oleh Teungku 

Imum Masjid dan 400m2 dikelola oleh Teungku Imum lainnya. 

Serta 7200m2 sisanya dikelola oleh masyarakat setempat. Semua 

hasil dari pengelolaan harta wakaf ini sepenuhnya digunakan untuk 

kepentingan dan kemakmuran masjid bukan untuk kepentingan 

lainnya seperti beasiswa pendidikan untuk masyarakat sekitar. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan harta wakaf 

yang dikelola di Masjid Baitu Istiqomah belum dilaksanakan sesuai 

dengan amanat UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42 yang 

menyatakan bahwa : nazhir wajib mengelola dan mengembangkan 

harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.  

Sehingga dapat disimpulkan  bahwa proses perwakafan yang 

dilakukan  hanya untuk pembangunan sarana ibadah, sehingga hasil 

yang dicapai dari harta wakaf yang dikelola belum maksimal 

karena  sistem pengelolaan yang belum produktif.  Untuk mencapai 

dan memaksimalkan wakaf sebagai pilar penting dalam 

pembangunan ekonomi maka dalam pengelolaanya harus memiliki 

strategi yang baik serta adanya dukungan dari pemerinta. Dalam 

hal ini pengelolaan harta wakaf di Masjid Baitul Istiqomah belum 

sepenuhnya maksimal karena sistem pengelolaan yang masih 

menggunakan konsep tradisional. Hal yang sama diungkapkan oleh 

Tanjung dan Wajdi terdapat beberapa faktor penghambat 
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pengelolaan wakaf yaitu optimal paham, peran dan sinergi para 

pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap 

upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif. 

Para pejabat teknis lebih banyak berkutat pada penanganan yang 

bersifat linier dibandaingkan memasarkan gagasan strategis dalam 

pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial. Kemudian, 

nazhir belum professional sehingga wakaf belum dikelola secara 

optimal. Posisi nazhir peran sentral dalam mewujudkan tujuan 

wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme 

nazhir masih tergolong lemah. Mayoritas dari lebih karena faktor 

kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetisi minimal 

sebagai pengelola wakaf secara produktif belum dimiliki. Selain itu 

faktor lemahnya kemitraan dan kerja sama antara stakeholders 

wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam 

pemberdayaan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa 

Islam, kalangan intelektual LSM, tokoh, termasuk aparat 

pemerintah Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih 

bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama 

konkret, terencana, dan massif (Gusriani, 2013). 

Kesejahteraan umat dapat tercapai apabila tanah wakaf 

dikelola secara maksimal dan produktif. Wakaf di Indonesia 

umumnya berupa tanah. Ada beberapa model pengelolaan tanah 

wakaf agar menjadi produktif, salah satunya dengan mengelolanya 

sebagai lahan pertanian. Islam sendiri menganjurkan untuk 

bercocok tanam (Rahman et al, 2020). Hasil penelitian ini 
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membuktikan bahwa harta wakaf Masjid Baitul Istiqomah mampu 

memberdayakan ekonomi umat khususnya penggarap sawah harta 

wakaf dimana  para penggarap harta wakaf ini mampu memenuhi 

kebutuhan pokoknya sehari-hari dimana masyarakat yang 

seharusnya harus mengeluarkan konsumsi untuk pangan kini bisa 

dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Wahbah Az-Zuhaili 

(2008:151) wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf 

untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata 

lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara 

pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan 

kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan 

benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku 

untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan 

sebagai wakaf kekal (selamanya). Sebagaimana dijelaskan oleh 

Wahbah Az-Zuhaili bahwa wakaf dimanfaat untuk segala bentuk 

kebaikan termasuk dalam kebaikakan pemberdayaan perekonomian 

masyarakat.  Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian 

(Rahman et al, 2020) bahwa pemberdayaan masyarakat dengan 

wakaf produktif sektor pertanian oleh PRM Penatarsewu telah 

dilakukan sejak tahun 2010. Pertanian sawah yang dikelola dari 

aset wakaf seluas 13.613m² telah memberikan manfaat kepada 

petani penggarap di desa Penatatsewu, khususnya dusun Sangewu. 

Selain mendapat penghasilan tambahan, petani penggarap sebagai 

warga Muhammadiyah juga merasakan manfaat wakaf dari 

program-program yang ada. 
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Hal yang sama juga ditemukan oleh Jamal, Arroisi, 

Agustin, dan Zahro’ (2019) bahwa harta wakaf bisa menunjang 

perekonomian masyarakat melalui peningkatan pendapatan oleh 

mauquf. Demikian juga halnya yang ungkapkan oleh  Aziz (2017)  

bahwa harta wakaf akan mampu menunjang perekonomian 

masyarakat dan memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti 

dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk pengelolaan harta wakaf yang selama ini berjalan di 

masjid Baitul Istiqomah masih menggunakan sistem tradisional 

berlandaskan saling percaya pengelola dengan penggarap serta 

pemanfaatan harta wakaf hanya untuk kepentingan 

pembangunan dan kemakmuran masjid dan tidak untuk 

pemanfaatan untuk bantuan pendidikan dan yang lainnya 

karena wakaf belum dikelola secara produktif.  

2. Dampak tanah wakaf sawah di Masjid Baitul Istiqomah sejauh 

ini telah membantu banyak masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, khususnya kebutuhan pangan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan : 

1. Pengelola wakaf untuk memberlakukan pengadminitrasian 

sebagaimana tersebut dalam UU wakaf nomor 41 tahun 2004 

agar pengawasan harta wakaf dapat dilakukan dengan 

maksimal. 

2. Pemanfaatan wakaf harus lebih maksimal agar dapat disalurkan 

tidak hanya untuk kemakmuran masjid tetapi diharapkan juga 
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dapat disalurkan dalam bentuk beasiswa, membentukkan 

UMKM ataupun pembiayaan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Daftar Wawancara Terhadap Nazhir 

No. Narasumber  Wawancara dan hasil wawancara 

1. Pengelola wakaf (nazhir) 

Ketua Umum Panitia Masjid 

Ampon Hasbi 

a. Apakah ada tanah wakaf sawah di 

masjid ini? “ Alhamdulillah ada, 

saya mulai mengelolanya semenjak 

tahun 2014 sampai saat ini”. 

b. Siapakah yang mengelola tanah 

wakaf sawah? “ Saya sebagai Ketua 

Umum Panitia Masjid Ampon 

Hasbi, ketua pembangunan dan 

lainya”. 

c. Berapakah jumlah tanah wakaf 

sawahnya? “ Kalau jumlahnya ada 

sebanyak 22 naleh (8800 m2), 

kemudian dibagikan khusus ke 

Teungku Imum masjid 3 naleh (1200 

m2) dan 1 naleh (400 m2) ke 

Teungku Imum lainnya dan 18 naleh 

(7200 m2) dibagikan untuk 

masyarakat yang bersedia 

menggarap sawah tersebut”. 

d. Apakah ada standar tertentu yang di 

terapkan pengelola untuk 

penggarap? “ Tidak ada, tapi 

memang hanya untuk masyarakat 

kurang mampu, kalau kategori 

spesifik tidak ada jadi siapa yang 

duluan datang ke saya untuk 

meminta garap tanah wakaf sawah 

itu yang saya kasih”. 

e. Bagaimana konsep bagi hasil? “ 

Kalau sawah yang ada di Langien 

maka bagi hasilnya 400kg dalam 

musim 200kg salah musim. Tanah 

sawah yang ada di Blang Raya 

dalam musim 500kg salah musim 

300kg. Alasan kenapa beda jumlah 

pembayarannya karena dari jaman 

dulu penetapannya sudah seperti itu 

sebab dareah Langien susah dapat 
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aliran air sungai. Kalau daerah Blang 

Raya banyak irigasi sungai”. 

f. Bagaimana bentuk pengelolaan harta 

wakaf sawah? “ Yang pertama dari 

bagi hasil panen dilakukan dengan 

cara yang tradisional masih 

menggunakan pencatatan manual 

dan semua hasil panen di gunakan 

untuk kemakmuran masjid, misalnya 

gaji cleaning servis, pembangunan 

masjid, untuk bayar tukang 

bangunan dan lainnya sebagainya”. 

g. Apakah ada harta wakaf sawah yang 

digunakan selain pembangunan 

masjid atau kemakmuran masjid, 

misalnya perekonomian umat atau 

beasiswa? “ Tidak ada, karena jika 

harta wakaf sawah tersebut ditujukan 

untuk masjid maka segala 

pendapatan harus ditempatkan ke 

masjid baik untuk pembangunan 

maupun kemakmuran masjid”. 
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Lampiran 2. Daftar Wawancara Terhadap Penggarap Sawah 

No.  Narasumber  Wawancara dan hasil wawancara 

1. Penggarap 

harta wakaf 

sawah 

a. Sudah berapa lama berprofesi sebagai 

penggarap tanah wakah sawah dari 

masjid? “dari tahun 2014 sampai 

sekarang”. 

b. Apakah bertani pekerjaan utama anda? 

“ tidak, hanya sampingan saja kalau 

untuk kebutuhan sehari-hari saya 

hanya berjualan di kios depan rumah”. 

c. Apakah dengan adanya bantuan dari 

masjid dapat membantu anda dari sisi 

perekonomian? Tgk Wardi menjawab 

“ tentu sangat membantu walaupun 

tidak seberapa setidaknya untuk 

pengeluaran bahan pangan beras tidak 

perlu dibeli”. 

d. Apakah ada dampak atau perubahan 

terhadap perekonomian setelah 

menggarap tanah wakaf sawah? 

“dampaknya seperti beras setidaknya 

dalam setahun tidak perlu beli dan 

bisa juga padi dijual kalau ada 

keperluan lain”. 

e. Bagaimana cara pembagian bagi hasil 

panen, misalnya apakah dalam bentuk 

padi, beras atau uang? “ itu semua 

tergantung kita, kita akan bertanya 

dulu sama pengelola wakaf tersebut 

mau menerima dalam bentuk apa, tapi 

saya selalu membayar dengan cara 

menaruh padi di kilang padi kemudian 

kasih kuitansi untuk pengelola biar 

diambil jika dibutuhkan”.  

f. Berapa naleh (m2) yang anda garap 

dalam setahun? “ saya dapat setiap 

tahunnya berbeda-beda, kali ini saya 

dapat 12 are ( m2) sawah di Langien”. 

Kemudian saya bertanya lagi, jadi 

berapa bayar sewa ke masjid? “ 

kemudian Tgk wardi menjawab” 

dalam musim 300 kg kalau salah 

musim 150 kg”. 
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2.  Penggarap harta wakaf 

sawah 

a. Sudah berapa lama berprofesi sebagai 

penggarap tanah wakah sawah dari 

masjid? Ibu Nana menjawab “jalan 2 

tahun sama tahun ini”. 

b. Apakah bertani pekerjaan utama anda? 

“ tidak, hanya sampingan saja kalau 

untuk kebutuhan sehari-hari saya 

hanya berjualan mie dan minuman 

depan rumah”. 

c. Apakah dengan adanya bantuan dari 

masjid dapat membantu anda dari sisi 

perekonomian? Ibu Nana menjawab “ 

sangat membantu walaupun tidak 

seberapa setidaknya untuk pengeluaran 

bahan pangan beras tidak perlu dibeli”. 

d. Apakah ada dampak atau perubahan 

terhadap perekonomian setelah 

menggarap tanah wakaf sawah? “ Ibu 

Nana menjawab dampaknya sangat 

besar, jadi bisa menghemat 

pengeluaran dengan adanya bantuan ini 

karena beras tidak perlu dibeli”. 

e. Bagaimana cara pembagian bagi hasil 

panen, misalnya apakah dalam bentuk 

padi, beras atau uang? “ Itu semua 

tergantung kita, kita akan bertanya 

dulu sama pengelola wakaf tersebut 

mau menerima dalam bentuk apa, tapi 

saya selalu membayar dengan cara 

menaruh padi di kilang padi kemudian 

kasih kuitansi untuk pengelola biar 

diambil jika dibutuhkan”.  

f. Berapa naleh (m2) yang anda garap 

dalam setahun? “ Saya selalu mendapat 

satu naleh sawah (400 m2) di Blang 

Raya”. Kemudian saya bertanya lagi, 

jadi berapa bayar sewa ke masjid? “ 

kemudian Ibu Nana menjawab” dalam 

musim 500 kg kalau salah musim 300 

kg”. 

 

3. Penggarap harta wakaf 

sawah 

a. Sudah berapa lama berprofesi sebagai 

penggarap tanah wakah sawah dari 

masjid? “ Dari tahun 2016 sampai 

sekarang”. 
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b. Apakah bertani pekerjaan utama anda? 

“ tidak, hanya sampingan saja kalau 

untuk kebutuhan sehari-hari saya 

hanya berjualan di kios depan rumah”. 

c. Apakah dengan adanya bantuan dari 

masjid dapat membantu anda dari sisi 

perekonomian? Bang Jubir menjawab “ 

tentunya sangat membantu walaupun 

tidak seberapa setidaknya untuk 

pengeluaran bahan pangan beras tidak 

perlu dibeli”. 

d. Apakah ada dampak atau perubahan 

terhadap perekonomian setelah 

menggarap tanah wakaf sawah? 

“dampaknya seperti beras tidak 

membeli lagi dalam setahun tidak perlu 

beli dan bisa juga padi dijual kalau ada 

keperluan lain”. 

e. Bagaimana cara pembagian bagi hasil 

panen, misalnya apakah dalam bentuk 

padi, beras atau uang? “ itu semua 

tergantung kita, kita akan bertanya 

dulu sama pengelola wakaf tersebut 

mau menerima dalam bentuk apa, tapi 

saya selalu membayar dengan uang 

hasil jual padi, karena ada juga yang 

menaruh padi di kilang padi kemudian 

kasih kuitansi untuk pengelola biar 

diambil jika dibutuhkan”.  

f. Berapa naleh (m2) yang anda garap 

dalam setahun? “ Saya mendapatkan 6 

are tanah sawah, jadi dalam bayar 

sewanya dalam musim sekitar 200 kg 

padi salah musim 150 kg, tempatnya di 

Blang Raya dan tentunya saya tidak 

mengalami kerugian kecuali memang 

ada penyakit padi”. 

 

4. Penggarap harta wakaf 

sawah 

a. Sudah berapa lama berprofesi sebagai 

penggarap tanah wakah sawah dari 

masjid? Pak Yusuf menjawab “ baru 

tahun ini saya di berikan hak tersebut”. 

b. Apakah bertani pekerjaan utama anda? 

“ Iya, karena memang ini yang saya 

lakukan dari dulu sebagai petani 
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sawah”. 

c. Apakah dengan adanya bantuan dari 

masjid dapat membantu anda dari sisi 

perekonomian? “Tentunya sangat 

membantu keadaan ekonomi keluarga 

saya, jadi hasil panen yang telah saya 

dapat dari bagi hasil sebagian saya 

simpan dan sebagian padi saya 

menjualnya”. 

d. Apakah ada dampak atau perubahan 

terhadap perekonomian setelah 

menggarap tanah wakaf sawah? 

“Dampaknya seperti beras tidak perlu 

membeli lagi”. 

e. Bagaimana cara pembagian bagi hasil 

panen, misalnya apakah dalam bentuk 

padi, beras atau uang? “ itu semua 

tergantung kita, kita akan bertanya 

dulu sama pengelola wakaf tersebut 

mau menerima dalam bentuk apa, tapi 

saya selalu membayar dengan uang 

hasil jual padi, karena ada juga yang 

menaruh padi di kilang padi kemudian 

kasih kuitansi untuk pengelola biar 

diambil jika dibutuhkan”.  

f. Berapa naleh (m2) yang anda garap 

dalam setahun? “ Saya mendapatkan 8 

are tanah sawah (200 m2), jadi dalam 

bayar sewanya dalam musim sekitar 

250 kg padi salah musim 150 kg 

tempatnya di Blang Raya dekat dengan 

gampong Pisang”. 

 

5. Penggarap harta wakaf 

sawah 

a. Sudah berapa lama berprofesi sebagai 

penggarap tanah wakah sawah dari 

masjid? “ 3 tahun dengan sekarang” 

b. Apakah bertani pekerjaan utama anda? 

“ Iya, karena memang ini yang saya 

lakukan dari dulu sebagai petani 

sawah”. 

c. Apakah dengan adanya bantuan dari 

masjid dapat membantu anda dari sisi 

perekonomian? “Sangat membantu 

keadaan ekonomi keluarga saya dan 

mengurangi pengeluaran terhadap 
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beras”. 

d. Apakah ada dampak atau perubahan 

terhadap perekonomian setelah 

menggarap tanah wakaf sawah? “ 

Dampak yang saya dapatkan karena 

menggarap sawah sendiri tanpa perlu 

orang lain jadi sangat menghemat 

pengeluaran dari segi upah semprot 

baja dll dan dapat menikmati hasil 

panen dengan baik. 

e. Bagaimana cara pembagian bagi hasil 

panen, misalnya apakah dalam bentuk 

padi, beras atau uang? “ itu semua 

tergantung kita, kita akan bertanya 

dulu sama pengelola wakaf tersebut 

mau menerima dalam bentuk apa, tapi 

saya selalu membayar dengan uang 

hasil jual padi, karena ada juga yang 

menaruh padi di kilang padi kemudian 

kasih kuitansi untuk pengelola biar 

diambil jika dibutuhkan”.  

f. Berapa naleh (m2) yang anda garap 

dalam setahun? Abua Idris menjawab “ 

1 naleh (400 m2) di Blang Raya, kalau 

untuk bayar sewanya 500kg dalam 

musim jika salah musim 300kg padi”. 

 

6.  Penggarap harta wakaf 

sawah 

a. Sudah berapa lama berprofesi sebagai 

penggarap tanah wakah sawah dari 

masjid? “ Hampir 4 tahun”. 

b. Apakah bertani pekerjaan utama anda? 

“ Tidak, saya juga kerja sebagai tukang 

nyuci dan setrika baju”. 

c. Apakah dengan adanya bantuan dari 

masjid dapat membantu anda dari sisi 

perekonomian? “Sangat membantu 

keadaan ekonomi keluarga saya dan 

mengurangi pengeluaran terhadap beras 

karena suami saya cuman bekerja 

sebgai supir labi-labi milik tetangga”. 

d. Apakah ada dampak atau perubahan 

terhadap perekonomian setelah 

menggarap tanah wakaf sawah? “ 

Dampak yang saya dapatkan karena 

menggarap sawah sendiri tanpa perlu 
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orang lain jadi sangat menghemat 

pengeluaran dari segi upah semprot baja 

dll dan dapat menikmati hasil panen 

dengan baik. 

e. Bagaimana cara pembagian bagi hasil 

panen, misalnya apakah dalam bentuk 

padi, beras atau uang? “ itu semua 

tergantung kita, kita akan bertanya dulu 

sama pengelola wakaf tersebut mau 

menerima dalam bentuk apa, tapi saya 

selalu membayar dengan uang hasil jual 

padi, karena ada juga yang menaruh 

padi di kilang padi kemudian kasih 

kuitansi untuk pengelola biar diambil 

jika dibutuhkan”.  

f. Berapa naleh (m2) yang anda garap 

dalam setahun? Kak Marlina menjawab 

“ 1 naleh 8 are (600 m2), jadi bagi 

hasilnya per panen panen padi dalam 

musim 750kg jika salah musim 450kg”. 

 

7.  Penggarap harta wakaf 

sawah 

a. Sudah berapa lama berprofesi sebagai 

penggarap tanah wakah sawah dari 

masjid? “ Hampir 5 tahun”. 

b. Apakah bertani pekerjaan utama anda? 

Wak Mah bilang “ tidak, karena sehari-

hari berjualan nasi dan mie di kantin 

sekolah Min”. 

c. Apakah dengan adanya bantuan dari 

masjid dapat membantu anda dari sisi 

perekonomian? “Sangat membantu 

keadaan ekonomi keluarga saya dan 

mengurangi pengeluaran terhadap 

pembelian beras karena saya janda 4 

anak”. 

d. Apakah ada dampak atau perubahan 

terhadap perekonomian setelah 

menggarap tanah wakaf sawah? “ 

Dampak yang saya dapatkan karena 

menggarap sawah sendiri tanpa perlu 

orang lain jadi sangat menghemat 

pengeluaran dari segi upah semprot 

baja dll dan dapat menikmati hasil 

panen dengan baik. 

e. Bagaimana cara pembagian bagi hasil 



83 

 

 

panen, misalnya apakah dalam bentuk 

padi, beras atau uang? “ itu semua 

tergantung kita, kita akan bertanya 

dulu sama pengelola wakaf tersebut 

mau menerima dalam bentuk apa, tapi 

saya selalu membayar dengan menaruh 

padi di kilang padi kemudian kasih 

kuitansi untuk pengelola biar diambil 

jika dibutuhkan”.  

f. Berapa naleh (m2) yang anda garap 

dalam setahun? “ Saya menggarap 

sebanyak 1 naleh 3 are (500 m2), untuk 

bagi hasil 625kg dalam musim 375kg 

salah musim”. 

 

8. Penggarap harta wakaf 

sawah 

a. Sudah berapa lama berprofesi sebagai 

penggarap tanah wakah sawah dari 

masjid? “Sejak tahun 2017 sampai 

sekarang”. 

b. Apakah bertani pekerjaan utama anda? 

“ Tidak, karena saya ada buka usaha 

depot air minum depan rumah”. 

c. Apakah dengan adanya bantuan dari 

masjid dapat membantu anda dari sisi 

perekonomian? “Sangat membantu 

dalam segi ekonomi”. 

d. Apakah ada dampak atau perubahan 

terhadap perekonomian setelah 

menggarap tanah wakaf sawah? Pak 

Mansur bilang “ Dampak yang saya 

dapatkan karena menggarap sawah 

sendiri tanpa perlu orang lain jadi 

sangat menghemat pengeluaran dari 

segi upah semprot baja dll dan dapat 

menikmati hasil panen dengan baik. 

e. Bagaimana cara pembagian bagi hasil 

panen, misalnya apakah dalam bentuk 

padi, beras atau uang? “ itu semua 

tergantung kita, kita akan bertanya dulu 

sama pengelola wakaf tersebut mau 

menerima dalam bentuk apa, tapi saya 

selalu membayar dengan uang hasil jual 

padi, karena ada juga yang menaruh 

padi di kilang padi kemudian kasih 

kuitansi untuk pengelola biar diambil 
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jika dibutuhkan”.  

f. Berapa naleh (m2) yang anda garap 

dalam setahun? “ Saya menggarap 

sebanyak 1 naleh (400 m2) berlokasi 

Tanoh Merah, untuk bagi hasilnya 

400kg dalam musim dan 200kg salah 

musim”. 
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian 

 

(Pengelola harta wakaf sawah)                  (penggarap sawah (1)) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

(penggarap sawah (2))                              (penggarap sawah (3)) 
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 (penggarap kelima) 

 

 

 

 

 

(penggarap sawah (4))                              (penggarap sawah (5)) 

 

(penggarap sawah (4))                              (penggarap sawah (5)) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(penggarap sawah (6))                              (penggarap sawah (7)) 
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(penggarap sawah (8))                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


